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Kemudian,pr
lembaga dan or
masyarakat) yar
kum Indonesi4r
cenderung bers
'Apakahbermak
seluruhnya ber
Indonesia," ucap

Karena bebe
Sunarta yang jup

daan PencairanHibat
lm Kegratan LembagaAdr
IusaBali Abianbase, Kelurahan Kapal, upaya pusat menginter
pencairan dana Mengwi, mengharapk?n k9- tiUilatin di daerih. 41
nengancam ke- tentuan pasal 298 uu 23 perlu dalam uU No. 32 tahun
egiatanlembaqg ditelaahsecaramendalam.- jelasditegaskankewen
'lamainiseluruh Lebihianjutdikatakan,den-'pemerlntih didesentra
;ebagian be:-ar gan t'e.rsendatnya penEiran i<an ke daerah, ini menga
dana hibah. Ka- dana hibah masyarakatlah yang makn4 pemerintah pusat
adungmeminta merasakan dampaknya. Uii lti lagr mengurus Xepeit,ng
rhan mengkaji lantaran hampir sebigian keg- mif, t"ng"g" daerair.
nilai masih ada iatan di desa adat beisumbJr Meniiutnya, jika pen
ntuandicarikan. dari da.na hibalr yang diberikan tah pusat mencurigai a
,la!f.meryjgk pemerintah. "Banyak kegiatan penyelewengandanJhiba
:3 Tahun 2014 pembangunan di desa adat ter- btcrumwakiiralryatsanga
'intahan desa. ancam terhenti, karena seba- masuk diakal. 3ent"nu
I J(etua DPRD gianbesardananyadaribantuan mengatakan, kalau olinun
Sunarta yang hibah,"ungkapSunarta yang"bermasatah, tangkag'bidang angga- Implikasi lainnya, sebut Su- umiya Sebab, DiR taiu'

lapatdibe_rikan narta,tentupadakondisiApBD, keadaan di bawah, jadi
Lsal 298 (S).se- mengingaj akibat terparkirnya tepat sasaran. ,,Kala'upu

;andungmakna danahibahyangsebesarRp25l yang salah sasaran itu I
rngkesempatan miliar; penyerapan anggaran bknimsemata,,,ucapnya.
tkan hibah, bu- akanmenjadi bermasalah,yang Sebelumnya, lenliba
atau melarang menyebabkan SILPA akan menl Bupati Badun!, i Nyoirun
kanmembatasi jadi sangattinggi. "Bagaimana yuilha Saka, Trengakui t
ielasny4 lkmis kemudian dengan dana hibah ada solusi terkaii penc

yang sudah sempat dicairkan. dana hibah dan bansbs. pt
ngertianbadan, Pemprov dan pemerintah pu- hasanyangdilakukan,kata
nas (organisasi sat perlu juga memikirlian yudha,maiihbelummenen
g berbadan hu- dampaknya bagi masyarakat," jalan keluar. Seperti dike
tenurutSunar[a harapnya. datam APBD Induk 2015
ifatmultitafsir. Halsenadaiugadiungkapkan dipasangRp 265,4mitia;
rasebagianatau AnggotaKomisiIVDPRDBadung tuk lembaga atau orgar
badan hukum INyomanSentana.Sebagaiwakil sebesar Rp t+S,Z mlliar.
Sunarta. rakyatyangjugamemfasilitasi khususbantuanhibahkelor
'apa alasan. itu, dana hibah untuk masyarakat, masyarakat dianggarka
a BendesaAdat lahirnyaaturantersebutsebagai L?},2miliar. 6 as--
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Ribut Masalah

AnggqtaD
Proyek Kanalisasi Tukad Mati di eJou tTtg

nt'ewan - Kadishut'Berante

Anggota
Komisi
I DPRD

Bali IGK
Kresna

Budi
{kanan}

dan Kadis
Kohuta-

nan Bali,
Gage

Nyoman
Wiranata,

Kamis
(3/e).

DENPASAR, NusaBali
Anggota K{misi I DPRD

Bali dari FraLti Golkar, Ida
Gede Komang Kresna Budi,
terlibat perand mulut dengan
Kepala Dinas IKadis) Kehu-
tandn Provindi Bali. I Cede
Nyoman Wi ranata, Kamis
(3/9) siang. Ketegangan saat
pertemuan di Ruangan Tra-
nsit DPRD Bali, Niti Mandala
Der ''rsar, ini dipicu ribut-

ribut masalah proyek long
storage muara Tukad Mati
di Desa/Kecamatan Kuta,
Badung.

Kisahnya, Kamis siang
sekitar pukul 12.30 Wita,
Gede Nyoman Wiranata se-
laku Kadis Kehutanan Provin-
si Bali memang dipanggil
Komisi I DPRD Bali, untuk
membahas masalah proyek
long storage muara Tukad

Mati yang diprotes warEa dari
Baniar laba lero, Desa lKuta.
lda Gede Komang K{esna
Budi selaku anggota I(omisi
I secara khusus mengundang
Wifanata ke Gedung Dewan,
untuk minta penielasan men-
genai proyek di Tukad Mati
yang dihentikan Dinas Ke-
hutanan.

0ersambung ke Hal-15 Kolom 1
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Pemanggilan ltu dilakukan
Kresna Budi, menln-

Wiranata mengaku tak mau
beras u msi, karela proses
perizinan masalah teknis di
Kementerian Kehutana .

Nah, jawaban inilah yang
memicu ketidakpuasan Kres-
na Budi. Sekretaris Fraksi
Golkar DPRD Bali langsung
meminta Wira n ata supaya
tidak kaku. "langan begitu.
Saya ini tersinggung kalau
Bapak hanya bilang tampung-
tampung saja. Bukan begitu
caranya. Bapak jangan bikin
emosi, Itu bukan jawaban,"
sergah Kresna Budi dengan
nada tinggi.

Ternyata, Wiranata tidak
mau kalah. Birokrat asal Desa
Tangguntiti, Kecamatan Ke-
rambitan, Tabanan ini malah
ngotot. "Saya juga bisa emosi.
Maunya Bapak apa? Kala u
kami, tetap menunggu Ke-
menterian Kehutanan. Sebab,
masalah teknis itu ada di
kehutanan," jawab Wiranata.

Jawaban Wiranata ini
membuat Kresna Budi sema-
kin geram. Sembari menud-
ing Wiranata, Kresna Budi
meminta supaya ada sikap
jelas soal batas waktu ke-
larnya izin dan kerjasa ma
di Kementerian Kehutanan.
" Bapak niki sampun lingsir
[Bapak s dah sudah tua),
saya yangmuda menghormati
Bapak. Tapi, jangan ngomong
tampung-tampung. Harusnya,
saran kami dikoordinasikan.
,alan tengahnya, p e nger-
jaan proyek kanalisasi muara
Tukad Mati ialan terus, izin-
nya pun diproses. Kan ha-

rusnya itu solusinya? Jangbh

tanya.
"Nggak bolel hanya t{m-

pung-tampung saia. Harus
d ilaksanakan ja\an tengah.
Saran kami ke Guben$rr nlan-
ti,. proyek.jala n, terus, pro.jss
rzln tetap Derlalan. K.rn seoe-
lumnya Pemkab Badung su-
dah menyampaikan mas4lah
proyek kanalisasi m uara lTu'
kad Mati itu ke Kementerian
Kehutanan. Saya tahu itu
datanya," laniut Kresna Budi
yangjuga Ketua DPD Il cdlk4r
Buleleng versi M unas Ancol
pimpinan Agung Laksond.

Dikonfirmasi NusaBall se-
cara terpisah, Kadis Kehuta-
nan Provinsi Bali cede iliQ-

daklanjuti hasill sidak sehari
sebelumnya, Sl:lasa [2 /9],
yang dilaksana|<an Pemkab
Badung itu. Dalaln pertemuanaadung ltu. Dalaln pertemuan
kemarin, Wir€hatedidam-
pingi salah satu staf dari
Dinas Kehutannn Provinsi,
sementara Jresna Budi send-
irian. Wiranata menjelaskan
proses penyet0pan proyek
kanalisasi Tuktd Mati ter-
paksa dilakukan, lantaran
masih ada murf,la h d"ngrn
perizinan dan kl'rjasan)a Ke-
menterian Kehr{tanan.

Krc sn a Ilu4i pun me-
nyarankan Wirlnata supaya
mencari jalan tdngah terkait
keluhan warga {i Banjar }aba
Jero, Desa/Keclmatan Kuta
yang merasakarl da mpaknya
kalau orovek Hihentikan.
enggoti xtimisi] r DPRD Bali
dari Fraksi Col{ar Dapil Bu-
leleng ini menyafankan supa-
ya proyek tetap lialan, sambil
proses perrzlnan dan Kerlasa-
ma dilaksanakIn Penlprov
Bali-Kementeri4n Kehutanan
dengan PemkabrBadung.

"Supaya tidak ada geio-

ke lokasi proy{k kanalisasi

lak, proses izin jalan terus,

ranata ber.ianji al(an tampung
apa yang dimilnta Kresna
Budi. Berapa lar{a waktunya,

pengerjaan proyek dl muara
Tukad Mati juga saya minta
bisa jalan terus. ladi, jalan
tengah-lah," sar4n Kresna Bu-
di. Dis.rrankan sdperti itu, Wi-

tampu_n g-tam pu ng den gan
nada ketus," ujar polltisifldua Keru5) ular poutlsl
Golkar asal Desa LiiieUn d i.
Kota Singaraja, Kecam{tan
Buleleng in i. 

1

itu penyampaian saya beditu.
N4ungkin nadanya penyf m-PrungKln naoanya penyFm-
paian begitu, tapi sebenarlnya
tak ada maksud aoa-abi.'
kilah Wiranata. l

pertem uan kerna rin si4ng,
Kresna Btrdi menga ku keci'wa
dengan sikap Wiranata. lpe-
jabat kayak begini harusfrya
dievaluasi Gqbernur Bali.lSa-
ran kita dalibewan dijarlvab
dengan nad4tinggi dan haf ya
d itam pung. ltta akan tunlgu
dan kawal nn"5alah ihi,"lka-
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menurut Wiranata, pihaknya
sudah bertemu Dirjen Kon-
servasi Sumber Dava Alam
dan Ekosistem. Dalam perte-
muan yang digelar di Badung,
Kamis kemarin, Peniabat
Bupati Badung Nyoman Harry
Yudha Saka juga hadir.

dari.pertemuan Dinas Ke-
hutanan'Provinsi Bali dan
Dirjen Kohservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem itu,
disepakati 5 poin keputusan.
Pertama, Pemkab Badung
segera mengajukan usulan
perubahan blok ke Guber-
nur. Kedua, Dinas Kehutanan
Provinsi Bali segera mqlaku-
kan perubahan dengan mem-
bentuk tim.

Ketiga, hasil perubahan
segera diajukan Dinas Kehu-
tanan Provinsi Bali untuk pe-
ngesahan di Dirjen Konservasi
Sumber Daya Alam dan Eko-
sistem. Keempat, akan dibuat-

' kan perjanjian kerjasama an-
tara Pemprov Bali dan Pemkab
Badung sebagai bentuk izin
melaksanakan kegiatan sesuai
dengan Permenhut Nomor 5
Tahun 2011. Kelima, sebelum
proses tersebut selesai, kegiatan
proyek dihentikan. 6r nat

rv ?r1t 61rEdisi :

Hal :

man Wiranata mengatakan
ketegangan dengan Kresna
Budi kemarin siang mungkin
disebabkan karena baru per-
tama kali ketemu. "Kita baru
pertama kali ketemu. Caranya


